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ABSTRACT 

HELMI  HASAN, 2011, Development of Student Attitudes and Behavior 
Democracy Through Citizenship Education Learning (Studies in High School in 
Padang, Dissertation, Doctoral Graduate Program of the State University of 
Padang).  

This study based on from the problem of learning implementation of civic 
education that more consentrated on cognitive aspect, while the aspects of attitudes and 
behavior have been neglected. In terms of Civic Education in the era of reforms aimed 
to form good, intelligent, responsible, and participative citizens in order to develop  
democratic citizens a democratic society.  

The objective of this study is to describe and analyze the implementation of 
learning atCivic Education in  High schools in order to find the modle of Civic 
Education learning that appropriate for the formation of democratic at Padang  city 
attitudes and behaviors of students. Informannya adalah pengawas sekolah, pengurus 
MGMP, guru-guru PKn, Kepala sekolah dan wakil siswa. 

This study uses quantitative and qualitative approaches. Informans is consisted 
of at the school superintendent, board MGMP, Civics’ teachers, Principal and Vice-
Student. As for the quantitative approach, the Civics’ teacher population at Padang city 
and the sample is taken though proportional stratified random sampling. The data in this 
study have been collected though questionnaires, interviews, observation, and 
documentary studies.  

The finding of the study indicated that the formation of democratic attitudes and 
behavior through learning Civic Education at Senior High School in Padang City has not 
been well implemented. Learning is drawn more to the real of knowledge (cognitive), 
whereas the affective sofar, the and behavioral aspects of democracy was neglected. 
This can be seen from various aspects such as approaches, methods, learning techniques 
use by teachers and learning atmosphere.  

Learning approach generally used by teachers are expository, with deductive 
thinking, while learning methods tend to lecturing, askeding questions and gives 
assignments. Innovative learning as proposed by constructivist, behavioristic, and 
humanistic with contextual teaching and learning, cooperative learning and discovery 
that leads to the theories formation of democratic attitudes and behavior have not been 
properly realized. The cause of the problem that the teachers are not trained to use and 
had low commitment. Judging from the materials that is encapsulated in the curriculum, 
it seemed that they are basically is in conformed to implement them with the standard of 
competence and basic competences.  

Based on the real condition of the implementation of the Civics’ learning, it is 
arranged a systematic hypothetical model for the establishment of democratic attitudes 
and behavior in Civics’ learning that can be used by civics teachers. This model has 
been discussed in a focus group discussions. 
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ABSTRAK 
 

HELMI HASAN, 2011,  Pembentukan Sikap dan Perilaku Demokrasi Siswa 
Melalui Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (Studi di Sekolah Menengah 
Atas Kota  Padang, Disertasi, Program Doktor Pascasarjana Universitas Negeri 
Padang. 

   Penelitian ini berawal dari masalah pelaksanaan pembelajaran Pendidikan 
Kewarganegaraan yang lebih mengutamakan aspek kognitif, sementara aspek sikap dan 
perilaku terabaikan. Pada hal Pendidikan Kewarganegaraan di era Reformasi bertujuan 
membentuk warganegara yang baik, cerdas, bertanggung jawab, dan berpartisipasi 
dalam rangka mengembangkan warganegara yang demokratis menuju masyarakat 
demokratis.  

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis 
pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di SMA Kota Padang dan 
menemukan model pembelajaran pendidikan kewarganegaran yang tepat untuk 
pembentukan sikap dan perilaku demokrasi siswa. 

 Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Populasinya 
guru-guru PKn kota Padang dan sampel diambil dengan proportional stratified random 
sampling. Informannya adalah pengawas sekolah, pengurus MGMP, guru-guru PKn, 
Kepala sekolah dan wakil siswa.Data penelitian diperoleh dengan angket, wawancara, 
observasi, dan studi dokumenter. 

 Dari hasil analisis ditemukan bahwa pembentukan sikap dan perilaku demokrasi 
melalui pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di SMA Kota Padang belum 
terlaksana dengan baik. Pembelajaran yang berlangsung selama ini lebih banyak tertuju 
kepada ranah pengetahuan ( kognitif), sedangkan ranah afektif dan perilaku demokrasi 
terabaikan. Hal ini terlihat dari berbagai aspek seperti pendekatan, metode, teknik 
pembelajaran yang digunakan guru, serta suasana pembelajaran.  

Pendekatan pembelajaran yang digunakan umumnya ekspositori, dengan pola 
pikir deduktif, sedangkan metode pembelajarannya cenderung ceramah, tanya jawab dan 
penugasan. Pembelajaran yang inovatif menurut teori konstruktivistik, behavioristik, 
dan humanistik dengan contectual teaching and learning, cooperative learning, dan 
discovery yang mengarah kepada pembentukan sikap dan perilaku demokrasi belum 
terealisir dengan baik. Penyebabnya diantaranya adalah karena belum terlatihnya guru 
menggunakan model pembelajaran yang inovatif tersebut dan rendahnya komitmen. 
Dilihat dari materi pembelajaran  yang dirumuskan dalam kurikulum, pada dasarnya 
sudah sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar.   

Berdasarkan kondisi riil pelaksanaan pembelajaran PKn tersebut disusun model 
hipotetik sistematik pembentukan sikap dan perilaku demokrasi dalam pembelajaran 
PKn yang dapat digunakan oleh guru-guru PKn. Model ini  telah didiskusikan dalam 
kelompok diskusi terfokus. 
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 BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 
Sepanjang sejarah, pendidikan kewarganegaraan yang dikenal dewasa ini di 

Indonesia selalu mengalami perubahan, baik perubahan nama maupun materi yang 

diberikan kepada siswa. Perubahan tersebut tampaknya dipengaruhi oleh situasi politik 

kenegaraan pada waktu itu. Namun demikian guru Pendidikan Kewarganegaraan 

(PKn) dalam proses pembelajaran di sekolah selalu mengajarkan kepada siswa bahwa 

negara Indonesia menganut paham demokrasi. Hal itu terlihat dalam setiap kurikulum 

yang diberlakukan, seperti kurikulum 1957, 1968, 1975, 1994, sampai dengan 

kurikulum KBK dan KTSP sekarang ini.  

Realisasinya dalam praktek kehidupan bernegara paham demokrasi tersebut 

belum dapat terlaksana sesuai dengan konstitusi yang berlaku. Kenyataan yang terlihat 

diantaranya adalah dilaksanakannya demokrasi liberal sampai dengan tahun 1959. 

Dampak demokrasi liberal ini adalah munculnya konflik dalam kehidupan politik yang 

nyaris membawa bangsa dan negara Indonesia kepada perpecahan, diantaranya 

gagalnya Konstituante dalam melaksanakan tugasnya dan  konflik tersebut bermuara 

pada munculnya pergolakan politik yang melahirkan Pemerintahan Revolusioner 

Republik Indonesia (PRRI) dan Permesta. Kemudian direalisasikan lagi demokrasi 

terpimpin (1959-1965) yang berdampak pada  terkekangnya prinsip-prinsip demokrasi.  

Dimasa pemerintahan Orde Baru (ORBA) 1966-1998, pada mulanya sangat 

demokratis tetapi kemudian terlihat pula pembelengguan yang berujung pada krisis di 
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berbagai dimensi seperti ekonomi, kepercayaan, dan keadilan. Di bidang pendidikan, 

kebijakan yang dijalankan adalah depolitisasi pendidikan seperti guru sebagai anggota 

Korpri tidak boleh berpolitik kecuali memilih Golkar, organisasi ekstra pelajar 

dilarang, mahasiswa tidak boleh berpolitik praktis, organisasi ekstra mahasiswa 

dilarang di kampus, dan sebagainya ( Zamroni, 1998).  

 Pada era reformasi terjadi lagi perubahan kurikulum yang dikenal dengan 

kurikulum tahun 2004. Khusus untuk Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 

ditukar namanya dengan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). Perubahan kurikulum 

ini sejalan dengan  tuntutan dan kebutuhan masyarakat yang sedang berubah. Proses 

pembangunan karakter bangsa  perlu direvitalisasi agar sesuai dengan arah dan pesan 

konstitusi. Proses pembentukan karakter bangsa diharapkan mengarah kepada 

penciptaan suatu masyarakat Indonesia yang menempatkan demokrasi dalam 

kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai titik senteral. Tugas PKn sebagai yang 

dikatakan Udin adalah mengembangkan pendidikan demokrasi dengan tiga fungsi 

pokok yaitu kecerdasan warganegara (civic inteligence, membina tanggung jawab 

warga negara (civic responsibility), dan mendorong partisipasi warganegara  (civic 

participation) (Sapriya dan Udin S. Winataputra, 2006:1) Prinsip-prinsip demokrasi 

tersebut sudah terlihat dalam kurikulum 2004.  

Sekarang di Era Reformasi yang ditandai dengan demokratisasi sebagai koreksi 

atas praktek pemerintahan Orde Baru ditemui beberapa fenomena yang dapat 

mengaburkan arti demokrasi. Hampir di seluruh daerah Indonesia sebagian kalangan 

masyarakat termasuk mahasiswa dan siswa dalam menyampaikan keinginannya 
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berdemonstrasi, dimana  ”intinya bebas memaksakan kehendak kelompoknya dengan 

tekanan kekerasan” (Zamroni, 1998).   Sampai saat ini sudah lebih dua belas tahun era 

reformasi berjalan suasana seperti itu masih sering terlihat. Dalam pemilihan kepala 

daerah misalnya selama periode 2005-2007, sedikitnya sudah berlangsung pemilihan 

kepala daerah (pilkada) di 323 daerah. Hasil penelusuran yang dilakukan oleh media 

massa tercatat pemilihan kepala daerah (pilkada) bermasalah terjadi di 98 daerah (30 

% dari daerah yang telah melangsungkan). Dari penelusuran itu pula tercatat terjadi 

kerusuhan dengan kekerasan di 21 daerah yang melaksanakan pilkada (Kompas, 18 

Februari 2008:5). Selama tahun 2010 sudah terjadi konflik di negara Indonesia yang 

umumnya dilakukan dengan unjuk rasa dan 183 diantaranya berasal dari 

penyelenggara  negara sedangkan lainnya berasal dari rakyat (Metro TV, 10 Februari 

2011)   

Kondisi memaksakan kehendak yang dibarengi dengan kekerasan itu bukan 

hanya terjadi dalam kehidupan masyarakat awam tetapi juga dalam lingkungan 

lembaga pendidikan. Banyak siswa dan mahasiswa perguruan tinggi di berbagai 

daerah di Indonesia menyampaikan aspirasinya yang diikuti dengan tindakan 

kekerasan. Kondisi semacam itu kelihatan berlanjut sampai tahun 2010 dimana hampir 

setiap hari diberitakan di televisi adanya unjuk rasa dalam menyampaikan aspirasi, 

sehingga terkesan bahwa pelaksanaan  demokrasi itu harus  dengan unjuk rasa, pada 

hal banyak media lain yang dapat digunakan dalam menyampaikan aspirasi.  

Tidak terlaksananya paham demokrasi tersebut disinyalir karena setiap 

kurikulum yang diberlakukan di sekolah tidak menekankan kepada aspek sikap dan 
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perilaku berdemokrasi yang diinginkan oleh konstitusi dan budaya masyarakat 

Indonesia yang dicita-citakan. Praktek penyelenggaran negara dan tatanan kehidupan 

masyarakat, menjadi stimulus dalam proses pembelajaran PKn di sekolah-sekolah.  

Gambaran peristiwa demi pristiwa yang dikemukakan di atas memberikan 

indikasi kepada kita bahwa ada suatu ruang yang kosong atau belum terisi yang 

bertugas menangani bagaimana mengimplimentasikan prinsip-prinsip demokrasi itu 

dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara secara sadar dan 

terprogram. Wadah yang disepakati dan yang dipandang strategis untuk 

mengimplimentasikan prinsip-prinsip demokrasi tersebut adalah melalui  pendidikan 

terutama di sekolah, 

Hasil penelusuran yang dilakukan baik dari pengamatan langsung  ataupun 

penelitian terdahulu terlihat guru-guru masih menggunakan strategi pembelajaran 

konvensional dimana aktivitas terpusat pada guru. Kegiatan proses pembelajaran 

umumnya didominasi oleh guru, berupa transformasi pengetahuan  guru kepada siswa. 

Sedikit sekali waktu yang diberikan kepada siswa untuk mengembangkan potensi 

dirinya dan berpartisipasi dalam pembelajaran. Kebiasaan seperti ini kelihatannya 

berdampak terhadap motivasi dan kerjasama siswa dalam pembelajaran pada hal 

partisipasi dan kerjasama merupakan unsur penting dalam demokrasi.  Penelitian yang 

terkait dengan penelitian ini dilakukan oleh Isnarmi dan kawan-kawan tahun 2008 

dengan judul  Otoritas Guru dalam Konteks Pendidikan Kritis (Analisis Wacana Kritis 

Interaksi Belajar Mengajar di SMUN Kota Padang). Hasil penelitian ini diantaranya 

memperlihatkan bahwa guru-guru masih menggunakan strategi pembelajaran 



 

5 
 

konvensional dalam pembelajarannya dan siswa terlihat kurang aktif walaupun 

diberikan kesempatan untuk berpartisipasi. Dalam pembelajaran, waktu dan kegiatan 

pembelajaran banyak dimonopoli oleh guru dan hanya sedikit sekali kesempatan yang 

diberikan kepada siswa untuk ambil bagian. Hal ini menunjukan bahwa prinsip 

demokrasi dalam pembelajaran belum terwujud. 

Uraian di atas, menunjukkan betapa pentingnya Pendidikan Kewargaanegaraan 

itu khususnya pendidikan demokrasi bagi warga negara.  Masyarakat demokratis tidak 

akan terbentuk secara alami melainkan diupayakan dengan terencana diantaranya 

melalui pendidikan. Sehubungan dengan ini Zamroni (1998:5) menyatakan ” guna 

menjamin terwujudnya masyarakat demokratis, pendidikan demokrasi mutlak 

diperlukan. Pendidikan demokrasi bertujuan untuk mempersiapkan warga masyarakat 

yang berfikir kritis dan bertindak demokratis.  

Kehidupan yang demokratis  semakin dibutuhkan karena kehidupan yang 

demikian merupakan tuntutan global sebagaimana dirumuskan oleh UNESCO dalam 

lima tonggak etik global yang harus diwujudkan di era globalisasi diantaranya hak 

asasi manusia dan tanggung jawabnya serta demokrasi dan unsur-unsurnya ( Tilaar, 

1999:214). Tuntutan lain di bidang pendidikan terlihat dari kebijakan yang dikeluarkan 

oleh pemerintah dengan Manajemen yang Berbasis Sekolah (MBS) dan mulainya 

diterapkan Sistem Kredit Semester pada beberapa SMA di Indonesia yang pada 

hakekatnya menuju kepada demokratisasi. MBS menuntut partisipasi lebih besar dari 

staf dan para orang tua dalam proses pembuatan kebijakan dan keputusan di sekolah 

(Ibtisam Abu-Duhou, 2002:17) sementara partisipasi merupakan unsur utama dalam 
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demokrasi. Selanjutnya dikatakan oleh Ibtisam Abu-Duhou (2002:17-18) bahwa 

menurut ketentuan dalam MBS keputusan-keputusan dibuat secara kolektif dan 

kolegial oleh para stakeholder yang relevan, bukan oleh kepala sekolah secara 

individual atau wakilnya. Selain partisipasi unsur demokrasi lainnya yang terlihat 

dalam MBS adalah kerjasama. Orang tua peserta didik dan guru mengetahui apa yang 

terbaik bagi siswanya dan melalui usaha kerjasama mereka dapat mengembangkan 

program-program yang tepat yang dibutuhkan oleh anak-anak mereka. Hal ini sesuai 

seperti yang dikatakan oleh Campbell-Evans tahun 1993 yang menyatakan dalam 

konteks MBS, terdapat beberapa kesempatan bagi peningkatan profesionalisme staf 

dan kerjasama  staf - orang tua dalam pendidikan siswa (Ibtisam Abu-Duhou,2002: 

18). Begitu juga dengan Sistem Kredit Semester (SKS) yang berimplikasi demokrasi. 

Sistem Krediat Semester memberikan peluang kepada peserta  didik (siswa) untuk 

memilih dan belajar sesuai dengan minat dan kemampuanya. Siswa yang mempunyai 

kemampuan tinggi dapat mengambil mata pelajaran yang lebih banyak dibandingkan 

dengan siswa yang rendah kemampuannya. Mata pelajaran yang disediakan dapat 

diikuti oleh siswa sesuai dengan minat dan bakatnya. Cara ini jelas lebih demokratis 

karena memberikan kebebasan kepada peserta didik serta memperhatikan potensi 

dirinya.  

 Sekarang demokrasi sudah menjadi sebuah filosofi dan cara hidup  (a 

philosophy  and way of life) dalam segala aspek kehidupan baik politik, ekonomi, 

maupun sosial budaya bagi suatu bangsa. Oleh karena itu, prinsip-prinsip demokrasi 

harus dipelajari, dikembangkan dan dijadikan sikap dan perilaku dalam kehidupan. 
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Wadah untuk itu adalah lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Di tengah 

masyarakat sampai saat ini belum ada pendidikan kewarganegaraan (civic education  

for society) khususnya pendidikan demokrasi yang terprogram oleh pemerintah, 

kecuali di sekolah. Kondisi ini menunjukkan bertumpunya pendidikan demokrasi  di 

sekolah. Secara formal pembentukan sikap dan prilaku demokrasi di sekolah melalui 

mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang diberikan pada setiap jenjang 

pendidikan dimulai dari tingkat Sekolah Dasar sampai dengan pendidikan tinggi.  

Sekolah merupakan wahana yang paling strategis dalam mengajarkan, 

mengembangkan, membentuk pengetahuan, sikap dan prilaku demokrasi. Sebab 

sekolah merupakan wadah yang aktivitasnya terprogram dan terencana dengan baik, 

memiliki unsur-unsur: guru, siswa, kepala sekolah, tenaga administrasi  yang selalu 

berinteraksi setiap hari, serta siswa sebagai peserta didik  relatif homogen dan 

potensial untuk dikembangkan. Dari semua jenjang  pendidikan tersebut tingkat SLTA 

lah yang paling strategis dalam pembentukan pengetahuan, sikap dan perilaku 

demokrasi karena setelah tamat SLTA pada umumnya seseorang akan terlibat dengan 

beberapa aktivitas demokrasi dalam masyarakat  seperti Pemilu. Sehubungan dengan 

ini UNESCO menyatakan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan bertujuan untuk 

membuat sekolah sebagai suatu model praktek demokrasi yang dapat dipahami anak-

anak berdasarkan masalah-masalah praktis (Delors,1999:45). Pembentukan 

pengetahuan, sikap dan perilaku demokrasi di sekolah akan berjalan dengan baik bila  

materi pembelajaran, proses pembelajaran, sarana dan prasarana pembelajaran, serta 

situasi kondusif untuk demokrasi tersedia  dan dimilik secara baik dan lengkap. Di 
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samping itu, yang menentukan juga adalah tingkat penerimaan  siswa terhadap nilai 

demokrasi. Sampai dengan saat ini di Sumatera Barat penelitian yang menggambarkan 

pembentukan pengetahuan, sikap dan prilaku  demokrasi  di Sekolah  Menengah Atas 

belum  ditemukan. Penelitian menjadi penting karena saat ini  kebijakan dalam 

penyusunan kurikulum lebih banyak berada pada satuan pendidikan (sekolah). Hal ini 

mengandung arti bahwa kurikulum satu satuan pendidikan dapat berbeda dengan 

satuan pendidikan lainnya.  

Semua fenomena di atas baik pada era ORLA, ORBA, ataupun era Reformasi 

merupakan indikasi tidak berhasilnya pendidikan demokrasi khususnya pembentukan 

sikap dan perilaku demokrasi yang secara khusus menjadi tanggung jawab mata 

pelajaran  Pendidikan Kewarganegaraan. Hal inilah yang mendorong penelitian ini  

difokuskan pada pembentukan sikap dan perilaku demokrasi sesuai dengan nilai-nilai 

Pancasila melalui pembelajaran mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan  di SMA.  

Upaya pembentukan  sikap dan perilaku demokrasi sebenarnya bukanlah 

gagasan baru dalam kehidupan berbangsa di Indonesia, karena nilai-nilai demokrasi 

sudah ada dalam kehidupan masyarakat Indonesia sejak dahulu kala dan selalu 

dibudayakan. Nilai-nilai demokrasi yang sudah tertanam dan membudaya bagi 

masyarakat itu seharusnya menjadi stimuli dan pendorong pula untuk penyemaian dan 

tumbuhnya bibit-bibit demokrasi di sekolah tetapi kenyataannya tidak berkontribusi 

besar bagi pembentukan sikap dan prilaku demokrasi oleh guru-guru PKn. 
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B. Masalah dan Fokus Penelitian 

Pengembangan pengetahuan,  pembentukan sikap dan prilaku demokrasi di 

sekolah  melalui pembelajaran pendidikan kewarganegaraan  merupakan usaha 

terencana untuk terwujudnya sikap dan prilaku demokrasi siswa dan merupakan bekal 

memasuki perguruan tinggi dan masyarakat. Usaha tersebut  menyangkut pelaksanaan 

tugas guru mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan, yang didukung oleh  faktor 

lain seperti: suasana sekolah dan manajemen sekolah (kerjasama guru, kepala sekolah, 

dan tata usaha, serta faktor penunjang lainya). Bertolak dari latar belakang masalah 

dan tugas guru PKn serta keterkaitannya  dengan faktor-faktor yang menentukan 

pembentukan pengetahuan,  sikap dan perilaku  demokrasi tersebut, maka masalah 

penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut :  

1. Bagaimanakah pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dalam  

pembentukan sikap dan perilaku  demokrasi siswa di Sekolah Menengah Atas 

(SMA) Kota Padang dengan melihat berbagai aspek pembelajaran seperti: 

perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran; materi pembelajaran, suasana 

lingkungan kelas dan sekolah, ketersediaan peralatan yang dibutuhkan, serta 

kerjasama guru dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan? 

2. Bagaimanakah model pembelajaran pembentukan sikap dan perilaku demokrasi  

siswa  dalam pembelajaran PKn. di SMA Kota Padang ?  

 3. Bagaimanakah model pembelajaran PKn yang dikembangkan dalam membentuk  

sikap dan perilaku demokrasi siswa?  
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Berdasarkan masalah tersebut, fokus penelitian ini adalah: pembentukan prilaku 

demokrasi siswa melalui pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di Sekolah 

Menengah Atas di Kota Padang.  

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk:  

1. Mendeskripsikan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dalam 

pembentukan sikap dan perilaku demokrasi siswa di SMA Kota Padang,  

2. Menggambarkan model pembelajaran pembentukan sikap dan perilaku 

demokrasi siswa dalam pembelajaran PKn  selama ini di SMA Kota Padang.  

3. Menemukan model  pembelajaran pendidikan kewarganegaraan dalam  

pembentukan sikap dan perilaku demokrasi siswa di SMA kota Padang.  

 
D. Manfaat penelitian  

1. Manfaat Teoritis 

Menambah khasanah ilmu  pendidikan khususnya tentang pendidikan demokrasi 

serta memberikan kontribusi yang berharga bagi masyarakat ilmiah terutama 

bidang ilmu pendidikan. 

 2. Manfaat Praktis 

a. Memberikan gambaran pelaksanaan pembelajaran pendidikan 

kewarganegaraan di SMA kota Padang, dalam rangka pembentukan sikap 

dan prilaku demokrasi siswa. Gambaran tersebut sangat berguna bagi 
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pimpinan sekolah dalam pengelolaan sekolah, terutama penyediaan sarana 

dan prasarana sekolah. 

b. Sebagai masukan bagi guru dalam memilih model pembelajaran 

pembentukan sikap dan perilaku demokrasi siswa sehingga upaya yang 

dilakukan benar-benar mampu membentuk pengetahuan,  sikap dan prilaku 

demokrasi sesuai dengan tujuan pendidikan kewarganegaraan di sekolah. 

c. Menjadi masukan yang berarti bagi pemerintah dalam upaya mewujudkan 

cita-cita reformasi yaitu terwujudnya masyarakat yang demokratis.  

d. Sebagai salah satu langkah untuk terealisasinya lima tonggak etik global  

demokrasi yang dirumuskan oleh UNESCO yaitu hak asasi manusia dan 

tanggung jawabnya, demokrasi dan unsur-unsur masyarakat madani, proteksi 

dari golongan minoritas, komitmen bagi pemecahan secara damai berbagai 

konflik dan negosiasi yang adil, dan kesamaan intergenerasi  sebagaimana 

dikemukakan Tilaar ( 1999; 213-214)  
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